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Guna Mempercepat Pemulihan Pascabencana

DPR: Segera Putuskan Status
Hukum Kayu Gelondongan

“Pada para kepala
daerah, khususnya para bupa
ari p pusat
terkait status kayu
tersebut supaya mereka bisa
menangani dengan cepat. Karena
ada kekhawatiran kalau kayu
itu ditangani, dil dan
sebagainya, takut nanti ada
masalah,” ujar Saan Must
la menambahkan, hingga kini
pemerintah daerah masih menanti
resmi dari py
pusat. Bahkan, Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang disebut
belum menerima instruksi apakah
kayu-kayu tersebut dapat digunakan

masalah di kemudian hari.

Ia pun mendesak agar Pemerintah
segera mentapkan status hukum
kayu gelondongan yang ada di
Aceh, Sumut maupun di Sumbar.

Sementara, Manager Riset Seknas
Fitra, Badiul Hadi mengatakan tidak
perlu lagi status hukum atas kayu-
kayu yang ada akibat bencana di
“Serahkan saja kepada
masyarakat untuk memperbaiki

atau harus diamankan sebagai
barang temuan.

Padahal, pembersihan kayu
dari sungai dan
permukiman sangat krusial untuk
mencegah potensi bencana lanjutan

serta percepat p:

masalah. Jadi nanti DPR, pas di
Jakarta, akan koordinasi dengan
aparat penegak hukum,” tegas Saan.
DPR Rl berharap kejelasan
status hukum kayu gelondongan
dapat segera diputuskan. Dengan
pemerintah daerah
memiliki dasar yang kuat untuk
bertindak, dan proses pemulihan
di wilayah terd.
banijir di Aceh dapat berjalan lebih
cepat, aman, serta memberikan rumahnya,” usul Badiul Hadi.
manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh
Anggota Komisi IV DPR, Firman bagaimana pandangan Badiul Hadi
juga sepakat jika status dan Firman Soebagyo mengenai
hukum kayu pasca bencana harus status kayu gelondongan pasca
diperjelas agar tidak menjadi bencana, berikut wawancaranya.

BADIUL HADI, Manager Riset Seknas Fitra

Sebaiknya Untuk Warga
Terdampak & Fasilitas Publik

(44

Negara perlu
menghadirkan
kebijakan diskresi
terbatas melalui
pendataan cepat
dan izin khusus
pascabencana,
terutama untuk
kebutuhan non-
komersial warga
lokal.

P .
membentuk Satuan Tugas (Satgas)
Kayu yang melanda wilayah
Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
Satgas bertugas untuk menyelidiki
asal muasal dari kayu yang ada,
sekaligus untuk menentukan status
hukum kayu tersebut.

Wakil Ketua DPR Koordinator
Industri dan Pembangunan
(Korinbang) Saan Mustopa
mengungkapkan sejumlah-
bupati di Aceh

. Oleh karena
itu, DPR RI belkomltmen untuk

ini dengan
melakukan koordinasi lanjutan
bersama pemerintah pusat dan
aparat penegak hukum.

“Mereka meminta dari pemerintah
dan DPR untuk bahwa
ketika mereka menyelesaikan
persoalan kayu tersebut tidak ada

untuk kan
atau membersihkan kayu tersebut.
Mereka takut akan berdampak pada
persoalan hukum.

FIRMAN SOEBAGYO, Anggota Komisi IV
Pemerintah Harus Segera
Putuskan Status Hukumnya

DPR
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Satgas ini akan
bekerja secara
menyeluruh, mulai
dari hulu hingga hilir,
untuk memastikan
bahwa setiap
dugaan pelanggaran
ditangani tuntas
termasuk soal status
dari kayu-kayu
tersebut.
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Kemarin, ada keluhan dari kepala
daerah terkait status kayu gelon
dongan akibat bencana di Surmatera.
Bagaimana pendapat Anda?

Kami di DPR RI, khususnya di Ko-
misi 1V juga telah meminta Pe m(rmldh

tuk 5o L

pelanggaran ditangani tuntas termasuk
soal status dari kayu kayu terscbut

Apakah perlu a dipu-

dalam bencana tersebut.
hasilnya sudah ada dan
beberapa perusatiaan sudah disclidiki
oleh K

tuskan oleh Pemerintah?
ya. Saya kira Pemerintah harus.
terkait status

kayw gelondongan yang terbawa barjir
di wilayal Sumatéra Utua, Sumatera
maupun di Aceh

dan legalitas dm k..w kayu gelon-
um.guu yang a upaya jelas dan
e oy

K kayu
itu perlu diperjelas?
Agar proscs pemulihan pascabencana

(LqJAE beejalan cbih copat dan efektit
ada ke ai status.

dan llg—: itas da

Bagaimana dengan status hu-
kum kayu yang ada?

Satgas ini akan beketja sccara me-
nyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir,
untuk memastikan bahwa sctiap dugaan

dengan Satgas Kayu
gelondongan yang ada?

Gagasan mémbentuk Satgas Kayu
gusul tuntas pe
kayu yang tidak jelas dari p
banjir bandang di Aceh dan Sumatera

Kapolri Jenderal Poli sy
git Prabowo dan Menteri Kehutanan
Raja Jull Anwnl elah menyelidiki
temuan kayu yang diduga menjadi
pemicu kerusakan dan korban jiwa

Apakah ada masukan terkait deng-
an Satgas Kayu yang sudah berjalan?

Saya kira menambahkan unsur inde-
len duu pahar kel N |L|
atgas b

Ada keluhan mengenai status
kayu akibat bencana di Sumatera.
Apa pandangan Anda?

Secara normatif, kayu yang tum-
Vg kit bericans df Surmniers sa-
2 di kawasan hutan negara,
berstatus sel lugm kayu negara.

Status ini tidak hilang karena
bencana ngga pengambilan dan

Kredib n..qmm Jidikan. Oknum ke pﬂll—
sian dan kehutanan yang terlibat dalam
Kasusini harus diusut tuntas dan dihukum
sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apa saran Anda?
Menggabunghan Saigas Kavu yang
telah dibentuk dengan Satgas Pencogah
sakan Kawasan Hutan (PKH)
;m ig diatur dalam UU No. 18
Tehuin 2015 bisa o jadi langkalt yang
tepat. Inibisa membantumencegah kasus
serupa terjacli di masa depan. m REN

letap mensyaratkan
izin dari otoritas kehutanan

Prinsipnya pada status kawasan.
bukan kondisi kayu, schingga tanpa
mekanisme khy kayu pascabr
cana rawan diperlakukan semata
sebagai objek pelanggaran. Dan pada
ujungnya masyarakat yang akan men-
jadi korban.

Apakah idealnya tidak digerlu-
kan status kayu lagi, ketika dalam
Keadaan bencana?

Secara substantif, idealnya kayu

A b o lmgd]
daya pemulihan bagi n
ket rdarmpak

datan copat dan 2in Kiusus pasc
bencana, terutama untuk kebutuhan
non-komersial warga lokal.

aga wibawa

adilan sosial dan ckologis di wilayah
Sumatera yang rentan beneana

bencana seharusnya tidak ditangani
oleh satu akior tunggal
Negara melalui Kementerian Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan dan
Pemda berperan schagai pengatur
dan pengawas, ‘memastikan
oricntasi kebijakan pada pemulihan,
sementara masyarakat lokal dan adat
perlu dilibathan sccata bermakia.
Aparat pencgak hukum per
untuk mencegah praklik ilegal
kerap muncul dalam situasi darura
etika kayu akibat bencana te ol

ya?
Iya betul. scbaiknya gkt
arakal untuk perbaikan rumah
isilitas publik disana.

mas
dan

Bagaimana tanggapan dan pan-
dangan Anda terkait dengan pe-
ngelolaan kayu akibat bencana
Sumatera?

Dalam hal pengelolaan. kayu akibat

cepat cbagai
clonomi, dimensi pomaliban eko.
logis dan sosial berisiko terabaikan.
Padahal, tidak semua kayu tumbang
harus diambil. Sebagian memiliki
fungsi penting bagi regencrasi alam.

Pendekatan yang terlalu sentralistik
Jjuga rawan méngesampingkan peran
serta pengetahuan masyarakat lokal
dan adal. w Ren
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